LEMBARAN DAERAH
KABUPATE!'S DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 8 TAHU!\' 1999 SERI A :"i"®MOR 4

PERATIi~\ DAERAH KABUPATE:'i DAERAH TING KAT II REMBA~G
NONOR 7 TAHIY.'i 1998

TENTA"'IG

PAJAK PEJMtA~FAATA!\ AIR BA\Yt\H TANAH DA!\ AIR
PERMUKAAJ

DE:\"GA:\ RAHMAT 1THA:\ \A:\G \IAHA ESA

RCPATI KEP.\LA DAERAH T["\GKAT II RE\IBA:\G

Menirnbang a. bahwa Sumber Daya Alam baik air bawah ranah rnaupun air perrnukaan
adalah rcrupakan potensi pendapaian Dacrah yang sangat peruing
guna mcmbiayai penyelcnggaraan Pcmerintahan dan Pemhangunar.:

b. bahwa surnber tersebut pada huruf a perlu dijaga dan dilestarikan
asar keberadaannya dapat tetap mendukung dan rnengarnisipasi
kcburuhan  hidup rnasyarakat:

c. bahwa berdasarkan |'ndang-undang Nornor 18 Tahun 1997 teruang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Pernanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Pcrrnukaan merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II:

d bahwa sehubungan dcngan hal tersebut di aras dipandang perlu unruk
menyusun dan menetapkan Peraruran Daerah Kabupaien Daerah

Tingkat II Rembang teruang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan

Air Permukaan.



Mengingac

0.

Undang-undang ~ Nornor 13 Tahun 1950 tentang Pernberuukan Dacrah-

daerah Kabupaien dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:

Lndang-undang Nornor 5 Tahun !97-+ ieruang Pokok-pokok
Perncriruahan di Daerah (Lernbaran | egara Repuhlik Indonesia Tahun
1974 Noruor 38. Tambahan Lecmbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 3037);

Lndang-undang Nomor i Tahun 1974 teruang Pengairan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034).

Undang-undang , omor [7 Tahun 1997 tentang Sadan Penyelesaian
Sengkcia Pajak | Lembaran . cgara Republk Indonesia Tahun 997
N\omor -l0. Tambahan Lembaran | legara Republik Indonesia \omor
3684).

L.ndang-undang N\omor 18 Tahun 1997 ientang Pajak Daerah dan
Reiribusi  Daerah | Lernbaran Ncgera Republk Indonesia Tahun 1997
'"\omor -H. Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia \omor
3685);

Lndang-undang N\omor |9 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa < Lembaran \egara Republik Indonesia Tahun 1997 \omor
I~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3686):
Peraruran Perncruuah Nornor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54.

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3691:

Keputusan Menteri Dalam ''<egeri Nornor $-+ Tahun 1993 tentang

Bentuk Peraruran Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan:

Kepurusan Merueri Dalam Negeri Nornor !70 Tahun 1997 rentang

Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah:

. Kepurusan Memeri Dalarn Negeri Nomor [7! Tahun 1997 tentang

Prosedur Pengesahan Peraruran Daerah Tentang Pajak Daerah dan



Retribusi Dacrah:

Kcputusan  Menteri Dalam "\egen \omor 72 Tahun 1997 icmang
Wajib Pajak yang wajib menyclenggarakan Pcrnbukuan dan Tata Cara
Pembukuan:

Keputusan Menteri Dalam  cgeri \omor (73 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah:

. Peraruran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat JI Rernbang Nomor 5

Tahun 1989 teruang Penyidik Pegawai \egeri Sipil di Lingkungan
Pernenntah Kabupaten Daerah Tingkat || Rcmbang <Lcmbaran Dacrah

Kabupaten Dacrah Tingkai I Rernbang Tahun 1989 Nomor 8).

Dengan Pcrsetujuan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l

Rembang

vlenctapknn

NIEMVTUS KA i\

PL.R \TIRA\  DAL:RAH KABLP\TI:\  DA:RAI  TNGKAT 1I
REVIBA\G TE\TA\G PAJAK PF..VEA\FAATAL  \IR BAWAHTA\AH
DAN AIR PL:R."VIGKAAI\

BAB 1

KETE"'ITUA:"i u:\IL:\

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah i yang dimaksud dcngan .

a  Daerah adalah Kabupaten Dacrah Tingkat II Rernbang.

b, Bupau Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang:

c. Pejabat adalah Pcgawai yang diben uigas rertentu dioidang perpajakan daerah scsuai

dengan peraturan perundang-undangan yang ocrlaku:

J.  Pajak Pemamaatan .\ir bawah Tanah dan .\ir Perrnukaan yang sclanjutnya disebut

pajak adalah pungutan daerah atas pernanfaatan air bawah tanah dan air perrnukaan.

Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi. termasuk mata air yang rnasih
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sccara alarniah di atas permukaan tanah:

Air permukaan adalah semua air yang terdapat diatas permukaan bumi tidak terrnasuk

ar laut.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat
yang digunakan olch wajib pajak unuik rnclaporkan pcrhitungan dan pembayaran Pajak
Pcnerangan Jalan yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan perpajakan

Dae rah;

Surat Sctoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD. adalah surat yang
digunakan oleh wajih pajak untuk melakukan pcmbayaran atau pcnyeroran pajak yang

terutang ke Kas Dacrah atau tcrnpat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah:

Surat Keteiapan Pajak Dacrah yang selanjuinya disingkat SKPD adalah surat Kepurusan

~an~ mencntukan besarnya jumlah pajak yang teruiang

Surat Kcrciapan  Pajak Darrah  Kurang Bayar ~ang sclanjutnya disingkai Sl-PDKB
adalah Surat Kcpurusan y,lll~ menenrukan besarnya jumlah pajak yang tcrutang. jurnlah
kredu pajak. jumlah kekurangan pcmbayaran pokok pajak , besarnya sanksi administrasi

dan jumlah yang masih harus dibayar:

Surat Kereiapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan yang sclanjumya disingka:
SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang rncncntukan tarnbahan aias jumlah pajak
yang diterapkan:

Surat Ketctapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah
Surat Kcputusan yang menentukan jumlah kelebihan pernbayaran pajak karcna jumlah
kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak scharusnya terutang:
Surat kctetapan Pajak Daerah Nihil. yang selanjutnya disingkat SKPD!\. adalah surat
Keputusan yang mencntukan jumlah pajak yang ierutang sama besarnya dengan kredit

pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak:

Surat Tagihan Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
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mclakukan tagihan pajak aiau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda

BAB 1I

NAMA. OBYEK. SUBYEK DA~ \WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Pernanfaatan  Air Bawah Tamah dan Air Permukaan dipungut pajak

alas setiap pernanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Pasal 3
Obyek Pajak adalah
a  Pengamblan Air Bawah Tanah
b. Pengambilan Air Pcrmukaan.

Pasul -I

Dikecualikan dari obyck pajak adalah

a.

Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Perrnukaan oleh Pcrnerimah Pusai dan
Pemerintah Daerah:

Pcngamblan  Air Pcrmu kaan oleh BI\IN yang khusu s didirikan uruuk
menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pcmchharaan pengairan scrta mengusahakan
air dan sumber-surnber air:

Pengambilan  Air Bawah Tanah dan atau -vir Pcrmukaan untuk kepennngan pengairan
penanian rakyat:

Pengambilan Air Bawah Tanah dan atay Air Perrnukaan unruk kcperluan dasar rumah
iangga:

Pengarnbilan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan lainnva yang diatur dengan
Kepuiusan Bupati Kepala Daerah:

Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan lainnya yang diatur dengan



Keputusan Bupati Kcpala Daerah.

Pasal:.

Subyck Pajak adalah orang prbadi aiau badan yang mengambil dan atau mernanfaatkan air

bawah tanah dan atau air perrnukaan.

Pasal 6

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil air bawah tanah dan atau air

permukaan,

BAB III

DASAR PEIN\GENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 7
Il I Dasar pcngcnaan pajak adalah -iai perolehan air

(2 \lilai perolchan air sebagaunana dirnaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah

yang dihitung menurut sebagian aiau seluruh faktor-faktor
a  jenis sumbcr air:

b. lokasi sumber air

c. volume air yang diarnbil,

d  kualitas air:

e. luas areal permukaan air

f.  musim pengambilan air:

g tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau

pemanfaatan air.

(3) Cara penghitungan nilai perolchan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

mengalikan volume air yang diambil dengan barga dasar pasar.

(4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara periodik oleh



Bupati Kepala Daerah dengan rncrnperhatikan faktor-laktor sebagaimana dimaksud
pada ayat 2|

(S Hasil penghitungan nilai perolehan air sebagairnana dirnaksud pada ayat 2) dan ayat
13) ditetapkan oleh Bupar Kepala Daerah.

Pasal 8

Tarip Pajak Pernanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Perrnukaan ditetapkan sebesar 20 %
(dua puluh persen).

BAB 1V

WILAYAH PEMUNGUTAN DA~ CARA PE:\GHTTUNGAN PAJAK

Pasal 9
(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

¢2) Besarnya pajak terutang dihuung dengan cara mengalihkan tarip scbagairnana dimaksud

Pasal 8 dengan dasar pengenaan sebagairnana dimaksud Pasal 7.

BAB V
\IASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUT\:\fG DA:\

SURAT PE\.JBERITAHUA."] PAJAK DAER.AH
Pasal 10

Masa pajak adalah jangka wakru tertenru yang lamanya ditetapkan oleh Bupati Kcpala

Daerah sebagai dasar untuk menghitung besamya Pajak terutang,

Pasal I

Tahun Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila

Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sarna dengan tahun takwin.

Pasal 12

Pajak terutang dalarn masa pajak terjadi pada saat pengarnbilan air bawah tanah dan air

perrnukaan :r



(I)
@1
@)

O

(31

)

&)

-8-

Pasal 13
Setiap Wajib I>;jak Wajih rnengisi SPTPD.
SPTPD sebagairnana dimaksud pada ayat (I) harus diisi dengan jelas. benar dan lengkap.

Bentuk , isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati Kepala Dacrah

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAJ\PENETAPANPAJAK

Pasal 14

Berdasarkan SPTPD sehagaimana dirnaksud dalam Pasal 12 ayat (). Bupati Kepala

Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

Apabila Pungutan pajak bekerjasama dengan PLI1'. rckening listrik dipersarnakan

dengan SKPD.

Apabila SKPD schagaimana climaksud pada ayai <1 1tidak atau kurang dibayar <etclah
lewat waktu paling lama satu bulan sejak SKPD ditcrima. dikenakan sanksi admnustrasi
berupa denda scbesar : <; (dua person| sebulan dan duagih dengan menei bitkan

STPD.

Pasal 15
Wajib Pajak yang rnernbayar scndiri. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
() digunakan untuk menghitung. rnempcrhitungkan dan menerapkan pajak sendiri
yang tcrutang

Dalam jangka waktu 5 (lima i tahun scsudah saat tcrutangnya pajak. Bupati Kepala

Daerah dapat menerbitkan

a. SKPDKB;
b.  SKPDKBT:
c. SKPDN

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan



-9-

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keierangan lain pajak yang terutang
tidak atau kurang dibavar dikenakan sanksi adrninistrasi berupa bunga sebesar 2
< (dua persern sebulan dihuung dari pajak yang kurang atau terlarnbat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empau hulan dihitung sejak saat

terutangnya pajak:

b.  Apabila SPTPD tidak drsarnpatkan dalarn jangka waktu yang ditentukan clan telah
ditegur sccara tertulis. dikcnakan sanksi administrasi bcrupa bunga sebesar 2 ~
¢dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang iiLau terlambai dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh cmpan hulan dihiiung sejak saat terutangnya
pajak

¢ Apabila kewajiban mengisi SPTPD iidak dipcnuhi  pajak yang tcruiang dihitung
secara jabatan, dan dikcnakan sanksi adrninistrasi bcrupa kenaikan sebcsar 25 <
«lva puluh lima perscn i dart pokok paiak dnambah sanksi adnunistrasi berupa
bunga schesar 2 ' rdua per-en. scbulan dlhiiUJIf dar. pajak yang kurang aiau
terlarnbat  dibayar unruk jangka waktu paling lama 24 idua puluh empat) bulan
dihitung scjak saat tcruiangnya pajak

14, SKPDKBT. ebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditcrbnkan apabila ditcmukan
data baru atau data yang scmula bclum tcrungkap yang menycbabkan pcnambahan
jumlah pajak yang rerutang, dan dikcnakan sanksiadrninistrasi berupa kenakan sebesar

100 'J (seratus perscn) dari jumlah kekurangan pajak terscbut.

(5) SKPDI\ sebagairnana diamaksud pada ayat (2] huruf c¢ duerbitkan apabila jurnlah
pajak y-ang terutang sama bcsarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak tcrutang
dan udak ada kredit pajak

(6) Apabila kcwaiiban mernbayar pajak terurang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
scbagairnana drrnaksud pada 3y31 (21 iidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu
yang ditentukan. ditagih dengan menerbitkan STPD duarnbah dengan sanksi

adrninistrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
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BAB \ill
TATA CARA PEMBAYARAt\

Pasal 16

Pernbayaran pajak dilakukan di Kas Dae rah atau ternpat lain yang ditunjuk oleh Bupau
Kepala Daeiah sesuai waktu ~ang diteruukan dalam SPTPD. SKPD. SKPDKBT dan
STPD.

Apabila pembayaran pajak dilakukan ducrnpat lain yang ditunjuk. hasil penerimaan
pajak harus disetor ke Kas Dacrah selambat-lambamya [ x 24 jam atau dalam waktu
yang ducruukan olch Bupati Kcpala Daerah.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat <[] dan avat (2) dilakukan dcngan

menggunakan SSPD.

Pasal 17
Pernbayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas,

Bupau Kcpala Daerah atau Peiahat membenkan persctujuan kepada warb Pajak untuk
mengangsur pajak icrutang dalam kurun waktu terteruu. sctclah memcnuhi persyararan

yang ditentukan.

<31 Angsuran pernbayaran pajak scbagaimana dirnaksud pada ayat f2). harus dilakukan

4)

O

sccara teratur dan berturut-turut dengan dikcnakan bunga sebesar 2 % (dua persen I

sebulan dari jumlah pajak yang bclum atau kurang bayar.

Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dapat membcerikan persecujuan kepada Wajib Pajak
untuk mcnunda pernbayaran pajak sampai baias waktu yang ditentukan setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 ~ (dua persern
sebulan dari jumlah pajak yagn belurn arau kurang bayar.

Persyaratan untuk dapat mcngangsur dan menunda pembayaran serta fata cara
pcmbayaran angsuran sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan

oleh Bupati Kcpala Daerah.

Pasal 18

Setiap Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 diberikan tanda bukti

pembayaran dan dicatat dalam bulcu penerimaan.
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Bentuk , jerus. isi. ukuran huku penerimaan dan tanda buku pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat<l). ditetapkanoleh Bupati Kepala Daerah

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHA''l PAJAK

Pasal 19

Surat Teguran atau Surat Peringatan atauSurat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan awal penagihan pajak dikcluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran

Dalam jangka waktu 7 | tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan

atau Surat lain yang sejenis. Wajib Pajak harus melunasi pajak yang teruiang

Surat Tcguran. Surat Pcringatan atau Surat lain yang sejcnis sebagaimana dimaksud

pada ayat |11 dikeluarkan oleh Pejabat

Pasal 20

Apabila jurnlah pajak yang rnasrh harus dibayar tidak dilunasi sebagaimana ditcnrukan
dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejcnis. jumlah pajak
yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa

Pcjabat rmenerbitkan Surat Paksa scgera sctelah lewat 21 (dua puluh saru) hari sejak

tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis ditcrbitkan.

P.-asal 21

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka wakru 2 x 24 jam sesudah

tanggal pemberitahuan Surat Paksa. Pejabat scgera menerbitkan Surat Perintah

Mclaksanakan Penyicaan.

Pasal 22

Apabila telah lewat JO (sepuluh) han sejak canggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan

Pcnyitaan, Wajib Pajak belumjuga melunasi utang pajaknya. Pejabat mengajukan permintaan
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penetapan tanggal pelelangan kcpada Kantor Letang Negara

Pasal 23

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari. tanggal. jam dan ternpat pelaksanaan

lelang. juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 24

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan unruk pelaksanaan penagihan pajak daerah

ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IX
PENGURANGA:\, KERINGANA.'l DAJ\ PEMBABASAN PAJAK

Pasal 25

() Bupati Kepala Daerah bcerdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan

pengurangan. keringanan dan pcmbehasan pajak

(2) Tata cara pernberian pengurangan, kcringanan clan pembebasan pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (7). ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PE'\IBETULAJ\, PEMBATALAI\
PENGURANGA~ KETETAPAINNDAN PEIN\GHAPUSAN
ATAU PENGUR.\.NGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26
(I) Bupati Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan rulis. kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam
penerapan peraruran perundang-undangan perpajakan daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar:

¢ mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga. denda dan

kenaikan pajak yang iennang dalam ha! sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
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Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan pemberulan. pernbatalan, pengurangan keietapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi adrninistrasi aias SKPD. S!-:PDKB. SKPDKBT dan STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat () harus disampaikan secara tcrtulis oleh wajib
pajak kepada Bupati Kepala Dacrah, atau pejabai sclarnbat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal diierima SKPD, SKPDKB. SKPDKBT atau STPD dengan
memberikan alasan yang jelas.

Bupati Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surai permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima. sudah harus memberikan kepurusan.
Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati
Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan kcputusan. permohonan pembetulan.
pcmbaialan.  pengurangan ketetapan dan pcnghapusan atau pcengurangan sanksi

adrninistrasi. dianggap dikabulkan

BAB XI
KEBERATAN DAN BA~DING

Pasal 27

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kcpada Bupati Kepala Dacrah atau

Pejabat atas suatu .

a  Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB):

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT):
d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

e.  Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPD! I):

f.  Pernotongan atau pcrnungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah yang berlaku
Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus disampaikan secara

tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD.
SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal
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pcmotongan/pernunguian oleh pihak kcugasebagaimana dimaksud pada ayat (I) dengan
alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapai menunjukkan bahwa jangka waktu

itu iidak dapat dipcnuhi karena keadaan diluar kekuasaannya,

(3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka wakru paling lama 2 (dua betas)
bulan sejak tanggal surat permohonan kcberatan sebagairnana dimaksud pada ayat (2)

diierirna. sudah harus memberikan keputusan,

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua bclasi bulan sebagairnana dimaksud pada ayt (3)
Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak mernberikan keputusan, permohonan keberatan

dianggap dikabulkan.
<5) Pengajuan kebcratan scbagaimana dimaksud pada ayat () tidak menunda kewajiban
membayar pajak
Pasal 28

(Il Wajib Pajak dapai mengajukan banding kepada Badan Pcnyelesaian Sengkcta Pajak

dalarn jangka waktu 3 niga) bulan setclah diterimanya kepurusan keberatan

[2) Pcngajuan Banding scbagairnana dimaksud pada ayat ¢ 11 tdak rnenunda kewajiban

rmernbayar pajak.

Pasal 29

Apabila pengajuan keberatan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 27 atau banding
scbagaimana dimaksud Pasal 28 dikabulkan sebagian atau seluruhnya. kclebihan pembayaran
pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebcsar 2 % (dua persen) sebulan

untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARANPAJAK

Pasal 30

(I)  Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat.

(2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling Jama 12 (dua belas)
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bulan sejak ditcrimanya perrnohonan pengembalian kclchihan pcmbayaran pajak
sebagairnana dimaksud pada ayat (I) harus mernbenkan kcputusan

31 Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui. Bupau Kepala
Dacrah atau Pejabat tidak mcmberikan kcpurusan. perrohonan  pengembalian kelcbihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkandan SKPDLB harus dierbnkan dalarn waktu
paling lama | (satu) bulan.

(+) Apabila Wajib Pajak mcmpunyai uiang pajak lainnya. kclebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung dipcrhiungkan untuk rnclunasi terlebih

dahulu utang pajak dimaksud

(5 Pengernbalian kelebihan pernbayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbnkan Surat Pcrintah Mcrnbayar
Kelcbihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengcmbalian kclebihan pernbayaran pajak dilakukan sctelah lewat waktu 2
tdua) bulan sejak ditcrbitkannya  SKPDLI3.  Bupai Kepala Daerah atau Pejabat
mernberikan  imbalan  bunga scbesar 2 r- ,dua person) scbulan ata- kcter lambaian

pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 31

Apabila kclcbihan pcrnbayaran pajak diperhitungkan  dengan utang pajak lamnya.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal JO ayat (4) pcrnbayarannya dilakukan dengan cara

pernindahbukuan  dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pcmbayaran

BAB XIII
KEDALUWARSA

Pasal 32

() Hak untuk melakukan penagihan pajak, kcdaluwarsa sctelah melampaui jangka waktu
5 (lima) tahun terhitung secjak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak scbagairnana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
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b. ada pengakuan uiang pajak dari Wajib Pajakbaik langsung maupun tidak langsung

BAB XTY
KETENTUA!\ PIDANA
Pasal 33

Wajib Pajak yang karcna kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengsi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keierangan yang tidak benar schingga
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama

(satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dual kali jumlah pajak yang icrutang

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mcnyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau iidak lengkap atau melampirkan keierangan yang tidak benar sehingga
merugikan kcuangan dacrah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dual tahun dan

atau denda paling banyak 4 (empar) kali jumnlah pajak vang terutang

BAB X\

PENYIDIKA!N

Pasal 34

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerimah Daerah diberi wewenang

khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat <1 adalah :

a. mcnerima , mencari. mengumpulkan dan meneliti  keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar kcicrangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap danjelas:

b rneneliti mencari dan mcngumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana perpajakan daerah:

c. meminta keierangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan

dengan tindak pidana perpajakan daerah;
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merneriksa  buku-buku.  catatan dan dokumen dokumcn lain berkenaan dengan
iindak pidana perpajakan di daerah:
melakukan  penggclcdahan uruuk rnendapatkan  bahan buku pernbukuan.  pencatatan

dan dokumcn-dokumen lain sena mclakukan penyitaan terhadap hahan bukti

tersebut:

meminia tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan fugas penyidikan undak pidana di

hidang perpajakan daerah:

menyuruh berhenti dan aiau rnelarang sescorang mcninggalkan ruangan atau tcmpat
pada saat pcmeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan

atau dokumcn yang dibawa sebagaimana pada huruf e :
mernotrct seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pcrpajakan daerah:

mernanggil orang untuk didengar kcterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

aiau saksi
rmenghentikan penyidikan.

melakukan  undakan lalll yang pcrlu untuk kclancaran peny idikan [l11dal- pidana

di bidang pcrpajakan dacrah mcnurut hukurn yang dapat dipcnanggung jawabkan.

Penyidik sebagaimana dirnaksud aya: <I) memberiiahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pcnuntut Urnum. sesuai dengan keteruuan

yang diarur dalam Lndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ientang Hukurn Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUA~PENUTUP

Pasal 35

yang belum cukup diatur dalam Pcraturan Daeratt ini sepanjang mcngenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut olch Bupati Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada ianggal diundangkan.

Agar supaya seiiap orang dapat mcngetahuinya , mernerintahkan pengundangan Pcraruran
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Dacrah ini dengan pencrnpatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rem bang,

Duetapkan di Rembang
Pada ianggal 29 September 1998

DEWA:--i PERWAK[LAN RAKYAT DAER-H BCPATI KEPALA DAER:\H
KABIIPATEN DAERAH TINGK\T II TINGKAT Il RE'.VIBANG
REMBANG
KET CA
HENDARSO'.10 Ors. H. WACIDOI RI.JO:'0/0

Disahkan berdasarkan Pasal S ayat <l
t'ndang-undang '\omnr 8 tahun 1997 teruang
Pajak daerah dan Retnbusi Dacrah

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 1I Rembang
Nornor 8 Tanggal 1999 Seri A
Nomor 4 pada Tanggal 30 Juli 1999

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II
Rem bang

H. NOERANI1D, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 500 040 99
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PENJELASAN
ATAS

PERATURA,; DAERAIl KABCPATEN  DAERAH TINGKAT 1I RE:VIBANG
:\OMOR 7 TAHUN 1998

TENTANG
PAJAK PENA;LIfAATAN  AIR BAWAH TANAIl DAN AIR PERMUKAAN

L UMU"I

Bahwa dengan Lelah diberlakukannya — Undang-undang ornor 18 Tahun 1997 tcmang
Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah. yang ditindak lanjuri dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Dae rah. maka Pcrneriruah Daerah Tingkat | maupun
Pernerintah Dacrah Tingkat 1l diharuskan menyusun kcrnbali Pcraturan Dacrah mengenai

Pajak Daerah yang scsuai dengan Peraturan Pcrundang-undangan yang berlaku.

Dalarn Undang undang "omor [8 iahun 1997 ienrang Pajak Daerah dan Rctribusi
Dacrah. 8AI3 Il. Pasal 2 ayat (2I huruf [ discbuikan Pajak Pcmanfaaian Air Bawah Tanah
dan Air Permukaan adalah salah satu jcnis Pajak Daerah Tingkat II. maka merupakan
keharusan  bagi Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang untuk menyusun

Peraturan Daerah tentang Pajak Pcrnanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pcrmukaan

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Cukup jclas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
huruf a
Tidak termasuk yang dikccualikan sebagai obyck pajak adalah pengambilan
air yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha
Milik Daerah.
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huruf b
Contohnva ad.alah Perusahaan Umum Jasa Tina dan Perusahaan Umum
Otoriia Jauluhur.
huruf ¢
Pengecualian obyek pajak atas pengambilan air untuk kepentingan pengairan
pertanian rakyat ietap mcmperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
huruf d
Pcngecualian obyek pajak atas pcngambilan air untuk keperluan d.asar
rumah iangga dengan memperhatikan kelestarian lingkungan d.an peraruran
perundang-undangan yang belaku.
huruf e
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jela-,
Pasal 7
Avyat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas



Ayat )
Cukup jclas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 1|l
Cukup jclas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1 |
Cukup jelas
Ayell())
Cukup jelas
A~ I
Cukup Iclas
Pasal |a
AVARS]
Cukup jelas
Avat 12
Cukup jclas

Cukup jclas
Pasal 1I:-
Ayat 111
Cukup jelas

Cukup jelas
Aya (1
Huruf a
Cukup rclas
huruf b
Cukup jcla-.
hurufc

221 -
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'rang drrnaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah
penerapan besarnya pajak terucuig yang dilakukan oleh Bupati Kepala
Dacrah atau Pejabat yang dinnjuk berdasarkan data yang ada atau
keterangan  lain yang dimilki Bupati Kcpala Daerah atau Pejabai
yang ditunjuk.
Ayat (-
Cukup jelas
\yafl51
Cukup jelas
Aya; <6}
Cukup jelas
Pasal 16
Ayatl <1
Cukup jelas
Avar 12)
Cukup jelas
Aal O
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat |1
\Vajib Pajak udak belch mcmbayar utang pajaknya dengan cara mengangsur .
Jyat, 2>
:\pahila wajib Pajak udak dapat rmembayar pajak sekaligus lunas maka
\\iajib Pajak dapat mengajukan pcrrnohonan mecngangsur kcpada Bupati
Kcpala Daerah, dan apabila Wajib Pajak telah mernenuhi pcrsyaratan yang
ie lah diteruukan maka Bupau Kepala Daerah aiau Pejabat dapat
memberikan perserujuan kepada Wajib Pajak unruk mengangsur utang
pajaknya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat ()
Cukup jelas
Ayat (5)
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Cukup jelas
Pasal 18
Ava: |11
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Jatuh tempo pernbayaran adalah batas waktu. ianggal yang diteruukan bagi
Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
Ayat (2)
Cukup jclas
Ayat (@3t
Cukup jelas
Pasal 20
A~at |11
Cukup jelas
Aya: <2)
Cukup jelas
Pasal 2!
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 2+
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat ()
Dalam keadaan tertentu Wajib Pajak udak dapat me laksanakan
kewajibannya maka Bupati Kepala Daerah dapat mernbcrikan pengurangan.
keringanan dan pembebasan pajak.
Ayat(2)



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

PJ.sa:
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Cukup jelas
26
Ayat ClI)
Dalam ha! terteruu peiugas relakukan kcsalahan dalam hal peneiapan
SKPD dan STPD mmaka Wajib Pajak dapat mengajukan pernberulan.
pengurangan  ketetapan. penghapusan atau pengurangan sanksi adrnirnstrasi
dan pembaialan keterapan pajak yang ndak bcnar
Avat {2)
Cukup jelas
Aya: (3)
Cukup jelas
Ayat {4)
Cukup jclas
27
Aya: 11)
Cukup iela-
Al 12
Cukup ielas
A:Jt 13
Cukup jcla-
A~at <4,
Cukup jclas
Ayal CS)
Cukup Icla~
28
Ayar 1 i
Cukup jelas
Ayat (2|
Cukup jclas
29
Cukup jelns
30
A~ctl (11
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Cukup jelas
Ayat (21
Cukup jela-
Ayat (3
Cukup jelas
Ayar 4l
Cukup jelas
Avyat <5l
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jclas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (11
S;lal Kcdaluwarsa pcnaghan pajak ni perlu ductapkan uuuk member:
kcpasuan hukum kapan utang pajak rcrsebui uda], dapat ditagh [-Igl.
Ayat 12)
Huruf a
Dalam hal diterbukan surat teguran dan surat pakva. kedaluwarsa
penagihan  dihitung  scjak tanggal pcnyampaian surat paksa tcrsebui
Huruf b
Yang dimaksud dcngan pengakuan utang pajak secara langsung adalah
\\'ajib Pajak dengan kesadarannya rnasih mempunyai utang pajak
dan belum melunasi kepada Pcrnerintah Daerah.
Yang climaksud dengan pengakuan utang pajak tidak sccara langsung
adalah wajib pajak tidak sccara nyata-nyara langsung menyatakan
hahwa ia mengakui mcmpunyai utang pajak kepada Pemerintah
Dacrah.
Pasal 33
Ayat (1)

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak

untuk memenuhi kewajibannya.
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Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja. lalai. udak hati-hau atau
kurang mengindahkan kewajibaunya sehingga perbuatan tersebut
menimbulkan kcrugian keuangan Pemerimah Daerah

Ayat <2
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang
dilakukan dengan scngaja dikcnakan sanksi yang lebih berat dari pada

alpa. mengingat peruingnya penerimaan pajak bagi Pernerintah Daerah

Pasal 34
Ayat 4
Penyidik di bidang Pcrpajakan Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipll tertenru di lingkungan Pernerintah Daerah yang diangkat oleh Memeri
Kehakunan. sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Penyidikan di bidang perpajakan daerah dilaksanakan menurut keteruuan
yang diatur dalarn Undang-undang Xomor 8 Tahun 198! teruang Hukurn
Acara Pidana dan aturan pelaksanaannya .
A 12)
Cukup jel.rs
Ayat 3|
Cukup jclas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas



